SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

Menimbang

Mengingat

KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
219);

10.Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
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Menetapkan

2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakanl
(satu) atau beberapa Program.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang

A W
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari
suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD,
karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS
dan UP.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran
DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 2

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan  besaran  anggaran = kegiatan/sub
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

(3) Pertimbangan  besaran  anggaran  kegiatan/sub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran
anggaran kegiatan/sub kegiatan dengan kriteria
sebagai berikut :
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(4)

a. besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan;

b. besaran anggaran yang dikelola oleh
Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satpol PP dan
Damkar  paling sedikit Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan
Tunjangan;

c. besaran anggaran yang dikelola oleh Sekretariat
Daerah paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan
Tunjangan;

d. besaran anggaran yang dikelola oleh Sekretariat
DPRD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah) selain anggaran Gaji dan
Tunjangan;

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana

Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA meliputi
kepada :

a.

b.
C.

(1)

(2)

(3)

(4)

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya; dan

. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah
dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat
melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah
kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani
SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan
barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat
pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pada SKPD terdapat unit organisasi bersifat
khusus, KPA mempunyai tugas :

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
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c. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada wunit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,;

=

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen
atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA
bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian
tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit
SKPD selaku KPA.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab
kepada PA.

Pasal 7

Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA
ditetapkan oleh Bupati.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Kepala SKPD selaku PA.
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(1)

(2)

BAB III
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 8
PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan

menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku
PPTK.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Pasal 9

(1) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang

PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi :

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan
SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan/Sub Kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

(2) Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan

pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub

Kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan
Kegiatan/Sub Kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan

Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

(3) Tugas menyiapkan  dokumen  dalam  rangka

(1)
(2)

pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan
Kegiatan/Sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan perundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, PPTK pada SKPD
bertanggung jawab kepada PA.

Dalam melaksanakan tugas, PPTK pada Unit SKPD
bertanggung jawab kepada KPA.

Pasal 11

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih
mandat/tugas yang dilaksanakan oleh PPTK.
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(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(1)

Pasal 12

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di
lingkungan SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta
pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran
Kegiatan/Sub Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan kepala daerah.

Pertimbangan  berdasarkan  kompetensi jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada
kriteria menjabat sebagai pejabat struktural.
Pertimbangan berdasarkan besaran anggaran
Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada kriteria besaran anggaran
yang dikelola paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Pertimbangan berdasarkan beban kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria
melaksanakan dan mengendalikan paling sedikit satu
Sub Kegiatan.

Pertimbangan  berdasarkan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria
Kegiatan/Sub Kegiatan Belanja Modal Fisik yang
memiliki lokasi pembangunan yang berjauhan.
Pertimbangan berdasarkan rentang kendali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
kriteria bahwa pejabat yang ditunjuk menduduki
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pertimbangan berdasarkan pertimbangan obyektif
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada kriteria pembagian tugas yang
diampu sesuai dengan keputusan PA.

Pasal 13

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan
berintegritas.

Pasal 14

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu
tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.
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(2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai
berikut:

a. merupakan pejabat fungsional yang mendapat tugas
tambahan sebagai sub koordinator; atau

b.dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang

mendapatkan tugas tambahan sebagai sub
koordinator, maka PA/KPA menetapkan pejabat
fungsional lain dengan ketentuan yang

bersangkutan mendapat tugas tambahan sebagai
sub koordinator.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 2

Sahrfé,ﬂ?-‘sqsuai dengan aslinya,
" KEPALA'BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

7hA
NUR FUAD, S.H., M.H.

Pémbina Tk I
NIP-19700215 199003 1 006
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